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BUPATIWAKATOBI 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 
PERATURAN BUPATI WAKATOBI 

NOMOR   9 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : a. bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal28 ayat 
(3)PeraturanPemerintahNomor48Tahun 
2008tentangPendanaan 
Pendidikan,perluditetapkanTata 
CaraPemberianBantuanSiswaMiskinKabupatenWak
atobi; 

b. bahwadalamrangkamenjaminoptimalisasikebijakan
agar 
anaktetapmelanjutkanpendidikan,makaPemerintah 
Daerah 
sesuaidengankewenangannyamenyediakanbantuan
biayapendidikanbagipesertadidik yang 
tidakmampusecaraekonomidan/atau orang 
tuaataupihak yang 
membiayaitidakmampusecaraekonomipadasatuanp
endidikan SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK,dan MA;  

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadima
ksuddalamhuruf adanhuruf b, 
perlumenetapkanPeraturanBupatitentangTata Cara 
PemberianBantuanSiswaMiskin; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4301); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4339); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 
1); 

10. Peraturan Daerah Nomor 12Tahun 2013 tentang 
Sistem Pendidikan DaerahKepulauan 
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Wakatobi(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2013 Nomor 12); 

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 
6); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA 
PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

DalamPeraturanBupatiini, yang dimaksuddengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten 
Wakatobi. 

5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan 
Kabupaten Wakatobi. 

7. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, 
serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 

8. Orang Tua Siswa adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik 
melalui hubungan biologis maupun sosial. 

9. Sekolah adalah SekolahDasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), 
SekolahMenengahPertama (SMP),Madrasah Tsanawiyah (MTs), 
Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), dan Madrasah Aliyah (MA). 

10. Bantuan SiswaMiskinadalah 
Pemberiansejumlahuangdan/ataubarangkepadasiswa yang 
bersumberdariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
diberikankepadasiswaSD, MI, SMP, MTs,SMA, SMK, dan MAyang 
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berasaldarikeluargatidakmampu yang 
dibuktikandenganketerangandariDesa/Kelurahanyangtelahdiverifi
kasikebenarannyaolehtim. 

11. SiswaPutusSekolahadalahsiswa yang 
berhentibersekolahpadajenjangpendidikanSD, MI, SMP, MTs, 
SMA, SMKdan MAyang 
disebabkanolehkemiskinanatauketidakmampuansecara ekonomi 
untuk memenuhikebutuhansekolah. 

12. Siswa yang tidakmelanjutkansekolahadalahsiswa yang 
telahmenyelesaikanjenjangpendidikanSD dan 
MItidakmelanjutkanpendidikankejenjang SMP, dan MTs, 
atausiswa yang telahmenyelesaikanpendidikan SMP dan MTS 
tetapitidakmelanjutkanpendidikanke SMA, SMK, dan MA yang 
disebabkanolehkemiskinandanketidakmampuanmemenuhikebutu
hansekolah. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 
dalam pemberian bantuan siswa miskin. 

 
Pasal 3 

Pemberian bantuan siswa miskin bertujuan untuk : 

a. meningkatkanaksesbagianakusia 6 (enam) sampaidengan 21 (dua 
puluh satu) 
tahununtukmendapatkanlayananpendidikansampaitamatsatuanp
endidikandasardanmenengah; 

b. mencegahpesertadidikdarikemungkinanputussekolah (drop out) 
atautidakmelanjutkanpendidikanakibatkesulitanekonomi; 

c. menariksiswaputussekolah (drop out) 
atautidakmelanjutkansekolahagar 
kembalimendapatlayananpendidikan di sekolah; 

d. motivasibagisiswa yang dudukdibangkusekolah SD, MI, 
SMPdanMTs 
untukmenyelesaikanpendidikansampaijenjangpendidikan SMA 
sederajat; dan  

e. meningkatnyaIndeks Pembangunan ManusiaKabupatenWakatobi. 

 
BAB III 

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN  
 

Pasal 4 

Kriteria pemberian bantuan siswa miskin adalah sebagai berikut : 

a. siswa yang tidakmampumembayariuranOrganisasi Siswa Intra 
Sekolah (OSIS)danKomiteSekolah/Madrasah; 
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b. siswa yang tidakmampumembeliperlengkapansekolah(buku, 
pulpen/pensil, tassekolah, bajuseragamdansepatu), 
termasukbiayatransportasikesekolah yang lazim. 

 
 

BAB IV 
BESARAN BANTUAN 

 
Pasal 5 

(1) Besaranbantuansiswa miskin yang akandiberikansesuaidengan 
yang tercantumdalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.  

(2) Besaranbantuansebagaimanadimaksudpadaayat (1) 
disesuaikandengankemampuankeuangandaerah. 

 
BAB V 

PERSYARATAN PENERIMABANTUAN  
 

Pasal 6 

Penerima Bantuan Siswa Miskin, dengan persyaratan sebagai 
berikut:  

a.  berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan 
dengan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;  

b.  siswa yatim piatu, yatim, atau orangtua siswa cacat permanen;   

c.  siswa yang telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun keatas 
melampirkan Kartu Pendidikan Bersinar; 

d.  memiliki kepribadian terpuji; 

e.  diputuskan melalui rapat Komite Sekolah/Madrasah; dan  

f.  belum pernah menerima Bantuan Siswa Miskinyang bersumber 
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. 

 
BAB VI 

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN  
 

Pasal 7 

Sekolah melakukanverifikasi calon penerima bantuan siswa 
miskinberdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.    

 
Pasal 8 

(1) Tata cara pemberian bantuan siswa miskinpada sekolah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:  

a.  Dinas membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
penggunaan bantuan siswa miskinsetiap tahunnya; 

b.  Dinas menetapkan jumlah kuota siswa penerima bantuan 
siswa miskin pada masing-masing Sekolah/Madrasah;  



 
6 

Hkmsetdawktb 017112 

 

c.  Kepala Sekolah/Madrasah mengusulkan nama penerima 
Bantuan Siswa Miskin pada masing-masing Sekolah/Madrasah 
berdasarkan jumlah kuota siswa yang telah ditetapkan Dinas 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan melampirkan:  

1.  foto copy kartu keluarga;  

2.  foto copy kartu tanda penduduk kepala keluarga(yang masih 
berlaku);   

3.  surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;  

4.  surat pernyataan tidak menerima bantuan siswa miskin dari 
pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi;dan 

5.  surat pernyataan tidak putus sekolah dari anak dan 
orangtua/wali setelah diberikan bantuan. 

d.  Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan data penerima 
bantuan siswa miskin dari masing-masing sekolah/madrasah 
sebagaimana dimaksud pada huruf c;  

e. Bupati menetapkan penerima bantuan siswa 
miskinberdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada huruf d. 

 

BAB VII 
BANTUAN MELANJUTKAN SEKOLAH 

 
Pasal9 

Pemberian bantuan untuk menjamin siswa miskin melanjutkan 
sekolahditentukan sebagai berikut:  

a. apabilasiswamiskinmendapatkanbantuanpadatingkatpendidikand
asar, maka yang bersangkutantetapmendapatkanbantuan jika 
masih melanjutkan sekolah di Kabupaten Wakatobi;  

b. apabilasiswamiskinmendapatkanbantuanpadajenjang pendidikan 
dasardanmenengahdengansumberdanadariAnggaran Pendapatan 
Belanja Negaraatausumberdanalainnyadihentikan, 
makadapatdilanjutkandenganbantuan siswa miskin sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.  

 
BAB VIII 

MEKANISME PEMBAYARANBANTUAN 
 

Pasal 10 

Mekanismepembayaranbantuan siswa 
miskindilakukandengancaraKepala Dinasmengajukan surat 
permohonan pembayaran bantuan kepadaBadan 
denganmelampirkan: 

a. KeputusanBupatitentangPenetapanPenerimadan Besaran 
BantuanSiswaMiskin; dan 

b. rekening bank penerimabantuansiswamiskin. 

 
BAB IX 
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SUMBER PEMBIAYAAN 
 

Pasal 11 

Bantuan siswa miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.  

 
BAB X 

PENGAWASAN  
 

Pasal12 

(1) Pengawasan internal dilakukanolehInspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi dan Dinas.   

(2) Pengawasaneksternaldilakukanolehmasyarakatbaiksecaraindividu
maupunberkelompok.   

(3) Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) 
dilakukandenganprinsipedukatif, persuasif, 
transparandanakuntabel.   

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal13 

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatan
nyadalamBerita Daerah KabupatenWakatobi. 

 
 Ditetapkan di Wangi-Wangi 
 pada tanggal 25-3-2017 
 

BUPATI WAKATOBI, 
 
 

TTD/CAP 
 

ARHAWI 
 
 

Diundangkandi  Wangi-Wangi 
padatanggal        25-3-2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 
                 TTD/CAP 
 
 
  MUH. ILYAS ABIBU 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 9 


